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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang di dunia yang selalau berupaya melakaukan pembangunan di segala 

bidang termasuk dalam bidang hukum guna penyesuaian hukum dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Negara Indonesia merupakan Negara 

hukum yang memiliki Peraturan-peraturan hukum yang berguna untuk masyrakat 

untuk di taati akan tetapi masyarakat kurang akan kesadaran hukum menyebabkan 

ketidak percayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah pada saat ini. 

Kondisi inilah mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang ada di masyarakat 

sebagai contohnya penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, pembunuhan, 

tauran remaja, penganiayaa, pemerkosaan, atau biasa disebut kejahatan jalanan yang 

hal inilah menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Perilaku 

demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya pastinya ada perilaku yang dapat 

dikatergorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.1 

 
1 Bambang waluyo., Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1 
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 Dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Norma-norma atau 

kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan 

dinamakan dengan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri. Menurut 

Kansil. Kaidah atau norma-norma hukum itu adalah “peraturan hidup bermasyarakat 

yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan 

hidup bermasyarakat.2 

 Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) Buku UU Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian yang 

disebutkan dalam Pasal 362 KUHP berbunyi:  

    “barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencuriaan, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 

Sembilan ratus rupiah”.  

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang di atur Pasal 362 KUHP 

terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebur 

secara melawan hukum dan unsur unsur objektif yaitu, barang siapa, mengambil, 

sesuaru benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.3 

 
2 Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 105 
3 P .A.F lamintang dan theo lamintang, Delik-delik khusus kejahatan dalam harta kekayaan 

Edisi kedua, sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.2. 
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 Pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi 5 macam, 

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, antara lain:4 

 1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) yang diterangkan pada Pasal 362 KUHP 

 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan yang diterangkan pada Pasal 363 KUHP 

 3. Pencurian dalam bentuk ringan yang diterangkan pada Pasal 364 KUHP  

 4. Pencurian dengan kekerasan yang diterangkan pada Pasal 365 KUHP 

 5. Pencurian dalam keluarga yang diterangkan pada Pasal 367 KUHP. 

 

Kasus pencurian aset milik negara PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir5 

TABEL I  

NO TAHUN KASUS 

1 2017 2 

2 2018 7 

3 2019 3 

Jumlah 12  

      Salah satu tindak pidana pencurian dalam kasus ini ialah pencurian aset milik 

negara berupa Pipa Minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera Pengabuan 

bertempat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kejahatan pencurian ini 

merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, khususnya pada tindak 

 
 4 Moeljatno., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)., Buku Aksara., Jakarta., 2005  

hlm. 128 
5 Wawancara Dengan IPTU Alpian, S.H, Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab, Di Babat, 

Pada Tanggal 28 Oktober 2019. 
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pidana pencurian dari Pipa Minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera 

Pengabuan. Tindak pidana pencurian Pipa Minyak milik PT Pertamina Asset II Field 

Adera Pengabuan biasanya dilakukan oleh beberapa oknum. 

Mengetahui adanya tindak pidana pencurian ini, Kepolisian Sektor Penukal 

Abab bersama-sama kesatuannya melakukan operasi dalam rangka untuk 

mengungkap pencurian Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera di 

informasikan bahwa kegiatan tersebut berawal dari patroli rutin yang dilakukan 

Polsek Penukal Abab dilokasi kejadian. Ketika melintas, di jalur pipa minyak PT 

Pertamina Asset II field Adera Pengabuan bertempat di Kabupaten PALI, tim 

gabungan Polri, TNI dan Security Pertamina, melihat ada komplotan yang gerak-

geriknya mencurigakan. Kemudian petugas mengamankan ketiga tersangka yang 

diduga telah mengambil dan membawa besi curian milik PT Pertamina Adera secara 

bersama-sama. Kapolres Muara enim AKBP Afner Juwono melalui Humas Polres 

Muara enim Iptu Ade, saat ini, ketiga tersangka dan barang bukti yakni satu unit truck 

Dyna warna Hijau bermuatan besi pipa di jalan umum Desa Sinar Dewa Talang Ubi 

dan menerangkan bahwa besi pipa tersebut merupakan aset Pertamina Adera yg 

berada di lokasi Desa Pengabuan, sehingga Kanit Reskrim beserta anggota 

mengamankan mobil truck bermuatan besi tersebut sekaligus sopir yang mengangkut 

besi tersebut bernama Empep Humaidi, sedangkan Rambo dan Edison bertugas 

melakukan pengawalan. Barang-bukti yang diamankan satu unit mobil truck Dyna 
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warna Hijau bermuatan besi pipa ukuran sekitar delapan inci panjang empat meter 

serta satu unit mobil panther hitam BG 1588 QF.6 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan megejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.7 Dimana penegakan hukum meliputi catur wangsa penegak hukum, hakim, 

jaksa, polri, dan pengacara.8 

Lembaga Kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4168 sedangkan mengenai tugas polisi yang berkaitan dengan 

proses Peradilan Pidanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang KUHAP 

Maka dari itu peran kepolisian republik Indonesia atau polri khususnya 

Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam menegakan keadilaan dalam kasus pencurian 

Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan sangat di butuhkan 

 
6Ardani, Komplotan Pencuri Pipa Besi Pertamina Dibekuk, 

https://palembang.tribunnews.com/2018/11/30/komplotan-pencuri-pipa-besi-pertamina-dibekuk, 

diakses pada 2 september 2019, pukul 15:45 WIB 
7Soerjono soekanto (2), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT, Grafindo 

persada, Jakarta, 2007, hlm. 5. 
8Henry P Pangabean, Fungsi Mahkama Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya 

Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkama Agung, 

pusaka sinar harapan, Jakarta, 2002, hlm. 24. 

https://palembang.tribunnews.com/2018/11/30/komplotan-pencuri-pipa-besi-pertamina-dibekuk
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oleh pihak PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan demi kelancaran produksi 

minyak di PT Pertamina Asset II field Adera pengabuan. 

Berdasarkan atas uraian dan kenyataan diatas maka penulis pada kesempatan 

ini tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi tentang: “PERANAN 

KEPOLISIAN SEKTOR PENUKAL ABAB DALAM MENGUNGKAP KASUS 

PENCURIAN ASET MILIK NEGARA” 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam 

mengungkap kasus pencurian aset milik negara ? 

2. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam upaya 

mengungkap kasus pencurian aset milik negara ? 

C. Ruang Lingkup 

 Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar skripsi ini dapat 

terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang 

lingkupnya dibatasi mengenai peranan kepolisian dalam mengungkap kasus 

pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera 

pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam mengungkap 

kasus tindak pidana pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT 

Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal 

Abab. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menjadi penghambat 

pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kasus pencurian aset milik 

negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di 

Kepolisian Sektor Penukal Abab. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitia dalam skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui secara jelas obyektif tentang kenyataan yang terjadi 

dalam praktik mengenai pengungkapan kasus pencurian aset milik negara 

Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di 

Kepolisian Sektor Penukal Abab. 

2. Untuk menambah informasi kepada pihak-pihak lain mengenai 

pengungkapan kasus pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT 
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Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal 

Abab. 

 

F. Kerangka Teori 

 Teori yang digunakan dalam skripsi ini meliputi: 

1. Teori Peranan 

 Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka hal ini bearti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya 

tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari peranannya yang 

berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus bearti 

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 

kepadanya. Peranan Lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuain diri 

dan sebagai suatu proses.9 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Livinso yang dikutip oleh Soerjono 

Soekanto adalah: 

 
9 Budiarjo Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1981. hlm 28  
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1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.10 

2. Teori Penegakan Hukum 

Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara 

nilai-nilai  yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang pantas, serta sikap 

tindak yang menjadi rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir guna 

menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.11 

Kaidah-kaidah tersebut dijadikan atas dasar sikap tindak yang 

dianggap pantas dilakukan. Sikap tindak tersebut memiliki tujuan yaitu 

untuk memelihara, menciptakan dan menjaga kedamaian tersebut. 

Gangguan yang terjadi pada penegakan hukum dapat mucul karena 

apabila terjadinya ketidakselarasan antara nilai dengan perilaku. Gangguan 

 
10Soerjono Soekanto, Sosiologi Sesuatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 213. 
11Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.13. 
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tersebut terjadi pada nilai-nilai yang berpasangan dan merangkap dalam 

kaidah hukum yang tidak terarah, dan pola perilaku yang menjadi simpang 

siur, sehingga mengakibatkan gangguan kedamaian dalam kehidupan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika 

masalah pokok dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memeliki arti yang tidak 

memihak satu sama lain sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan 

dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.12 Faktor-faktor 

tersebut yakni sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum 

Secara universal konsep hukum merupakan kumpulan peraturan, kaidah 

norma yang dijadikan landasan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban 

dan ketentraman. 

2. Faktor Penegak Hukum 

  Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung ataupun tidak 

langsung yang mengemban serta menjalankan kewajiban di bidang-bidang 

kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum 

memiliki peranan yang sangat penting serta kedudukan tersendiri. Secara 

sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. 

 
12Ibid, hlm.45 
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umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban yang 

mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.13  

 

G. Metode Penelitian 

 Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. 

Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode 

penelitian yang akan digunakan penulis mencakup antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau 

bisa disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.14 Atau bisa juga 

disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang 

nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data-

data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta yang 

dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

pada akhirnya menuju pada penyelesain masalah.15 

2. Pendekatan Penelitian 

 
13 Munawir Ahmad, Penegakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.107. 
14 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15 
15 Ibid, hlm.16 
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a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian 

sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu 

hukum yang di teliti.16 

b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan socio legal research pendekatan ini mendasar pada 

perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat 

yang selalu berinterkasi dan berhubungan dalam aspek 

kemasyarakatan. Serta mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan 

faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. 

3. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. 

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian lapangan (field research) 

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi pustaka 

(library research) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi 

maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini 

terbagi menjadi tiga bagian yakni:17 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari : 

 
16Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, 

hlm.95. 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2008, hlm.51. 
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a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

b. Kitab undang-undang hukum pidana; 

c. Kitab Undang-undang hukum acara pidana; 

d. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

e. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

pelaksanaan KUHAP; 

f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari  

a. Buku-buku yang terkait dengan hukum; 

b. Artikel jurnal hukum; 

c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 

d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam 

penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan 

skripsi seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan 

literatur-literatur hukum. 
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4.  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan 

sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan 

dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. 

 

1. Studi Lapangan 

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang 

relevan terhadap msalah penelitian kepada informan. 

2. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum 

empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka 

data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data 

lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau 

pelengkap.18 

 

 

 
18 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tindakan Mengikat, 

Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52. 
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5. Lokasi Penelitian 

Penelitian dalam penulisan skripsi ini akan dilaksanakan pada wilayah 

hukum Penukal Abab pada instansi Kepolisian Sektor Penukal Abab. Dengan 

dasar pertimbangan wilayah hukum tersebut cukup mewakili sebagai wilayah 

penelitian dan masih banyak masalah pencurian aset milik negara Pipa minyak 

milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor 

Penukal Abab yang terjadi pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta 

lapangan untuk skripsi ini. 

 6. Populasi dan Sampel 

  a. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di 

Kepolisian Sektor Penukal Abab dan Kepala Unit Reserse Kriminal 

Kepolisian Sektor Penukal Abab, yang menangani kasus tindak pidana 

pencurian.  

 b. sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang 

digunakan adalah Purposive Sampling. Hal ini dilakukan dalam menentukan 

subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai 

responden digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan 

berdasarkan petimbangan kecakapannya dan kedudukannya. 

Adapun sampel yang diambil diantaranya : 
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 1. Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab. 

 2. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Penukal Abab. 

7. Analisis Data 

  Data yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, 

yakni dengan analisis data yang di peroleh dari data tertulis dan lisan 

selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga dalam hal ini akan di ambil 

atau ditarik kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap 

permasalahan serta secara jelas dan mendalam sehingga dapat di peroleh 

pemahaman yang baik dan benar pada penelitian skripsi ini. 

 8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun 

sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik 

kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara edukatif itu sendiri adalah 

cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus 

berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari 

pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari 

pengamatan empiris di susun , dikaji, dan di olah untuk ditarik maknanya 

dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.19 

 
19Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi kesatu), Kencana, Jakarta, 2010, hlm 202. 
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